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Abstrak:

Perizinan usaha merupakan bagian penting dalam menjalankan usaha. Legalitas suatu
usaha menjadi solusi terbaik untuk meyakinkan suatu konsumen membeli produk yang
dibuatnya. Selain menarik konsumen bahwa produk itu legal tidaknya juga sebagai patuh
akan hukum yang sudah tertera dalam UUD. Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha
sesuai dengan bidang usahanya masing-masing, digunakan nomor identitas yang dikenal
dengan NIB untuk mengidentifikasi pelaku usaha. Fokus penelitian ini yaitu supaya
masyarakat menyadari akan pentingnya NIB dalam UMKM. Metode yang digunakan pada
UMKM Nomor Induk Berusaha (NIB) ini ialah menggunakan metode Edukasi dengan
melakukan sosialisasi terkait pentingnya NIB pada pelaku usaha di Desa Klampok.
Sebelumnya banyak para pelaku usaha yang belum paham mengenai Nomor Induk
Berusaha (NIB). Selain itu, rendahnya kepemilikan NIB dikarenakan kurangnya
pengetahuan para pelaku usaha UMKM serta keterbatasan informasi yang juga menjadi
faktor utama. Setelah dilakukan sosialisasi ini, hasil yang didapatkan yaitu banyak
masyarakat yang antusias untuk mendaftarkan produknya supaya produk yang di produksi
legal di atas hukum.

Kata kunci: UMKM, NIB, OSS

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan dunia ekonomi, khususnya di bidang bisnis dan
usaha, disadari maupun tidak membawa pengaruh besar pada masyarakat untuk
beralih menjadi wirausahawan. Banyak pelaku usaha memulai langkahnya dengan
mendirikan suatu badan yang menjadi penggerak setiap jenis kegiatan usaha.
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Badan usaha yang dimaksud disebut perusahaan dan diatur oleh Undang-Undang,
baik dalam bentuk perseorangan, persekutuan perdata, maupun badan hukum
(Amir et al., 2022).

Upaya untuk terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik terus
dilakukan oleh Pemerintah, dalam setiap tahunnya muncul regulasi yang bertujuan
untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah
dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, sebagai salah satu terobosan
pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi dan kemudahan dalam bidang
perizinan,1 dalam mengurus izin para pelaku usaha hanya menginginkan kepastian,
kemudahan, kecepatan, dan transparansi oleh sebab itu OSS hadir untuk
mewujudkan itu(Amir et al., 2022).

Pendirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ditengah kemajuan
zaman menjadi jawaban yang ideal bagi pelaku usaha, khususnya di daerah
Klampok, untuk dapat memulai memanfaatkan kreativitas dan penciptaan inovasi
baru guna dipasarkan pada khalayak ramai. Peran pelaku UMKM Kkini juga
dipandang sangat penting, mengingat jika pendapatan perkapita maupun
perekonomian daerah mengalami peningkatan yang signifikan berkatnya. Kegiatan
UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dengan
konsisten serta mempunyai peran strategis dalam pengembangan perekonomian
masyarakat yang pada akhirnya bisa mendongkrak perekonomian negara(Wibisono
etal., 2022).

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM

diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,dan
Menengah(M.A.P, 2021). Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 Usaha Mikro
didefinisikan sebagai bentuk usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini (Anggraeni, 2021)
Usaha mikro kecil menengah (UMKM) sangat berperan penting dalam
perekonomian Indonesia, hal tersebut ditunjukkan bahwa mampu menyerap 97
persen tenaga kerja nasional serta berkontribusi sebesar 60 % terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) nasional.

Pentingnya pemahaman akan dokumen legalitas tersebut menjadi tantangan
bagi pemerintah pasca Covid-19 dengan memanfaatkan penyerderhanaan sistem
administrasi dalam berusaha atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (OSS). Dalam beberapa tahun terakhir pemerintanh menargertkan 2,5
Juta Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga akhir tahun, namun hingga saat ini
jumlah yang terdaftar pada sistem OSS berjumlah 1,5 Juta(Rendra et al., 2022).
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Masyarakat Desa Klampok banyak yang kurang paham dan mengerti terkait
legalitas usahanya meskipun dibuat dari bahan yang halal. Mereka hanya
memproduksi saja produk yang mereka jual sehingga pasarannya stack disitu saja.
Oleh karena itu, sosialisasi terkait pentingnya NIB sangat merasa dibantu untuk
legalitas usahanya.

Legalitas suatu usaha menjadi solusi terbaik untuk meyakinkan suatu
konsumen membeli produk yang dibuatnya. Selain menarik konsumen bahwa
produk itu legal tidaknya juga sebagai patuh akan hukum yang sudah tertera dalam
UUD. Sehingga para pelaku usaha di Desa Klampok semakin terus berkembang
dan membatu perekonomian desa disana.

Berdasarkan analisis situasi, permasalahan yang terdapat dalam Program
Pengabdian Masyarakat ialah belum mengetahui pentingnga legalitas usahanya,
belum tahu cara membuat serta mengurus pembuatan NIB melalui webisete OSS.
Dengan ini, tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diantaranya, para
pelaku  UMKM bisa lebih memahami pentingnya suatu legalitas usaha,
menyampaikan tata cara pembuatan beserta alunya, dan para pelaku UMKM
diharapkan semuanya mempunyai Nomor Induk Berusaha(NIB).

Metode Pelaksanaan
Metode yang digunakan pada UMKM Nomor Induk Berusaha (NIB) ialah

menggunakan metode Kualitatif  (Indrawati & Rachmawati, 2021) dengan
melakukan sosialisasi terkait pentingnya NIB pada pelaku usaha di Desa Klampok.
Pada kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan.

Tahap survei, dimana melakukanan observasi pada pelaku UMKM terkait
pentingnya Nomor Induk Berusaha. Pada tahap survei ini dilakukan di Dusun
Sumbul dan Dusun Krajan. Dalam tahapan ini langsung ditanyakan secara door to
door kepada para pelaku usaha khususnya di Dusun Sumbul sama Dusun Krajan
Desa Klampok.

Tahap penyusunan rencana serta persiapan materi yang ingin disampaikan.
Tahap ini kami menyiapkan materi pelatihan berupa power point yang nantinya
akan disampaikan kepada para pelaku UMKM terkait pentingnya perizinan,
manfaat, langkah-langkah mengurus online serta pembagian tugas pembuatan NIB.

Tahap pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada UMKM di Desa Klampok
akan pentingnya legalitas usaha. Kegiatan sosialisasi ini berlangsung di Pendopo
Museum Shingasari yang diikuti langsung oleh pelaku UMKM. Pelatihan
disampaikan secara lisan dengan dibantu media LCD.

Tahap pendampingan, tahap ini dilakukan untuk mendampingi para pelaku
UMKM dari membuat sampai dengan terbitnya Nomor Induk Berusaha(NIB).
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Hasil dan Pembahasan
Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Perguruan

Tinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan
masyarakat Desa Klampok sudah dilaksanakan. Para masyarakat di desa tersebut
sebagian besar bekerja sebagai pelaku UMKM. Dengan kondisi masyarakat yang
sebagian berwirausaha merupakan suatu bentuk hal yang tepat untuk meningkatkan
perekonomian disana.

Akan tetapi para pelaku usaha disana masih belum mengetahui akan
pentingnya legalitas usaha, sehingga banyak yang belum mengenal OSS dan NIB.
Sedangkan kelegalitasan produk merupakan kunci utama pengembangan
produknya di pasaran selain itu juga patuh akan ketentuan hukum(Hapsari, 2022).

Meskipun perizinan usaha merupakan bagian penting dalam menjalankan
usaha, namun para pengusaha pada level ini seringkali mengabaikan atau
mengabaikan legalitas. Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan
bidang usahanya masing-masing, digunakan nomor identitas yang dikenal dengan
NIB untuk mengidentifikasi pelaku usaha(Hapsari, 2022).

Rendahnya kepemilikan NIB dikarenakan kurangnya pengetahuan para
pelaku usaha UMKM serta keterbatasan informasi yang juga menjadi faktor
utamanya(Aji Putra et al., 2022). Pandangan para pelaku usaha terkait legalitas ini
ialah cara mendaftarnya ribet padahal pendaftaran legalitas ini nisa dilakukan
dirumah saja dan memerlukan jaringan internet yang bagus serta persyaratannya
KTP dan Nomor WhatsApp aktif saja dan langsung daftar di website
0ss.go.id(Asnaini et al., 2022).

Dengan keterbatasan dan faktor permasalahan tadi menjadi alasan untuk
mengatasi permasalahan dengan langkah yang harus dilakukan ialah dengan
mengadakan sosialisasi pembuatan NIB. Sosialisasi ini bertujuan untuk
memberitahukan pentingnya legalitas suatu usaha.

Kegiatan sosialisasi dan pembuatan NIB dilakukan selama tiga hari.
Antusias para pelaku UMKM sangat tinggi pada saat sosialisasi pembuatan hari
pertama, dimana langsung dihadiri ibu kepala desa selaku peran kelompok UMKM
di Desa Klampok. (Arifin, 2022). Kegiatan ini dilakukan dengan berbagi tahap agar
penyampaian informasi bisa diserap baik oleh para pelaku UMKM.

Tahap pertama yaitu survei. Pada tahap ini dilakukan survei langsung
secara door to door kepada pelaku usaha, yakni pada Dusun Sumbul dan Dusun
Krajan. Di tahap ini mencari informasi apakah para pelaku usaha disini sudah
mengetahui legalitas usahanya atau tidak. Rata-rata para pelaku UMKM yang di
survey belum mengtahui pentingnya legalitas usahnya

Tahap kedua penyusunan materi. Di tahap ini sebelum mengadakan
sosialisasi pada pelaku usaha, dilakukan penyusunan materi yang akan
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disampaikan pada waktu pelaksanaan nantinya. Materi yang disampaikan
mencakup manfaat memiliki NIB, serta tata cara pembuatan NIB melalui website
OSS dari awal sampai terbitnya NIB(Khumaidi et al., 2022).

Tahap ketiga yaitu pelaksanaan sosialisasi terkait pentingnya NIB dan web
OSS kepada para pelaku UMKM di Desa Klampok serta pentingnya mempunyai
NIB bagi pelaku usaha(Aji Putra et al., 2022). Pelaksanaan ini dilakukan di
Pendopo Museum Sighasari yang dihadiri langsung oleh sebagian pelaku usaha
dari setipa dusun.

N
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Gambar 1 Sosialisasi NIB

Gambar tersebut ialah kegiatan sosialisasi hari pertama yang dihadiri oleh
para pelaku UMKM yang sangat antusias sekali untuk pembuatan NIB. Selain itu,
sosialisasi ini sekaligus meningkatkan dan mengembangkan kualitas produksi bagi
para pelaku usaha di Desa Klampok(Solahudin et al., 2022).

Sosialisasi ini di mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 13.20 WIB.
Dimana kegiatan ini menyampaikan akan pentingnya legalitas kemudian
dilanjutkan dengan proses pembuatan melalui website OSS. OSS ini ialah website
yang bertujuan untuk melakukan permohonan izin bagi para pelaku UMKM
dengan sangat mudah(Aji Putra et al., 2022).
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Gambar 2 Pendampingan NIB

Tahap selanjutnya pendampingan pembuatan NIB, pendampingan ini
dilakukan secara langsung di aula balai Desa Klampok. Pembukaan layanan di aula
Balai Desa Klampok ini dilakukan dari jam 09.00 sampai dengan jam 11.30 WIB.
Pendampingan ini diharapkan pemilik usaha memiliki dan mengetahui cara
membuat NIB dari awal membuka website sampai terbitnya Nomor Induk
Berusaha(NIB)

Dalam kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai jenis UMKM yang
berada di Desa Klampok, diantaranya minuman jamu, kerajinan, makanan khas
oleh oleh, jajanan kue basah dan lain sebagainya . Para masyarakat disana antusias
untuk mendaftarkan produknya supaya produk yang di produksi legal di atas
hukum(Atsar, 2017).

Dari hasil pembahasan terkait legalitas usahanya, pendamping sudah sedikit
lebih paham terkait legalitas usaha serta perizinan usaha(Subagio et al., 2022).
Legalitas ini tidak ada masa berlakunya beda hal dengan PIRT dan Sertifikat halal
yang ada masa berlakunya. Legalitas ini sebagai bentuk produk yang diproduksi
oleh pelaku UMKM legal di mata hukum(Kurniawan & Astuti, 2018)

Setelah selesai dibuat, NIB langsung diserahkan kepada para pelaku usaha
yang langsung dihadiri oleh ibu kepala desa selaku peran UMKM di Desa
Klampok.
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Gambar 3 dokumen tekblt NIB

Kesimpulan dan Saran

Kegiatan sosialisasi, Pendampingan pembuatan NIB disambut dengan
antusias oleh para pelaku usaha di Desa Klampok. Perijinan dalam berusa ialah
merupakan hal yang sangat penting bagi para pelaku UMKM. Pelaku Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah sebagai salah satu faktor pembangunan ekonomi di suatu
daerah perlu diberdayakan melalui berbagai aspek, antara lain: pengembangan
sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas,
pengembangan kemitraan, jaringan usaha dan pemasaran, perlindungan usaha, serta
legalitas usahanya. Hal tersebut bertujuan agar para pelaku usaha yang terlibat
lebih stabil dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya, serta bisa lebih bersiap
diri untuk menghadapi tantangan saat ini maupun masa depan

Dengan berakhirnya masa pengabdian KKM ini diharapkan peran
pemerintah desa untuk tetap mensosialisasikan kembali terkait pentingnya NIB
bagi para pelaku UMKM disana. Selain NIB sebagai dokumen legalitas peran
UMKM juga sebagai faktor pendorong majunya perekonian.
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